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Abstract: This research is motivated by the damage to national roads in Nagari Aie Dingin, Lembah 
Gumanti District, Solok Regency, which has persisted for years without optimal government management. 
This situation has led to dissatisfaction among residents and road users, ultimately leading to a decline in 
public trust in the government's performance in providing basic infrastructure services. Public trust is 
crucial for establishing legitimacy and support for government policies, and therefore requires 
government attention in exercising its authority. This study aims to explain public trust in the 
government's handling of national road damage in Nagari Aie Dingin, Lembah Gumanti District, Solok 
Regency, and to identify the forms of public trust in the government within this context. This research 
employed a qualitative approach. Data collection techniques included in-depth interviews with residents, 
road users, and relevant agencies, as well as observation and documentation studies. Data analysis in this 
study was conducted using Kim's (2005) theory, which encompasses five indicators of public trust: credible 
commitment, kindness, honesty, competence, and fairness. and the forms of public trust according to 
Thomas (1998), namely fiduciary trust, mutual trust, and social trust. The results of the study indicate 
that public trust in the government in this case tends to weaken, mainly due to the quality of road repairs 
and the government's slow response. Nevertheless, there are still positive assessments of the government's 
efforts, which are beginning to show seriousness in addressing this problem. The form of trust that 
emerged from the public is mostly social trust, while fiduciary trust and mutual trust in the government 
have not yet been fully established. This study recommends the importance of consistent action and open 
communication between the government and the public to rebuild public trust. 
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Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerusakan ruas jalan nasional di Nagari Aie Dingin, 
Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa 
penanganan optimal dari pemerintah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan 
pengguna jalan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap 

kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan infrastruktur dasar. Kepercayaan publik menjadi 

bagian penting dalam menciptakan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, 

sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan kepercayaan publik kepada pemerintah dalam penanganan kerusakan 
jalan nasional di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, serta 
mengidentifikasi bentuk kepercayaan publik kepada pemerintah dalam konteks tersebut. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
mendalam dengan masyarakat, pengguna jalan, dan instansi terkait, serta melalui kegiatan observasi 
dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Kim 
(2005) yang mencakup lima indikator kepercayaan publik: komitmen yang kredibel, baik hati, 
kejujuran, kompetensi, dan keadilan; serta bentuk-bentuk kepercayaan publik menurut Thomas 
(1998), yaitu fiduciary trust, mutual trust, dan social trust. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kepercayaan publik kepada pemerintah dalam kasus ini cenderung melemah, terutama disebabkan 
oleh kualitas perbaikan jalan dan lambatnya respon pemerintah. Meskipun demikian, masih terdapat 
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penilaian positif terhadap upaya pemerintah yang mulai menunjukkan keseriusan dalam penanganan 
masalah ini. Bentuk kepercayaan yang muncul dari masyarakat sebagian besar yaitu bentuk social 
trust, sementara fiduciary trust and mutual trust kepada pemerintah belum sepenuhnya terbangun. 
Penelitian ini merekomendasikan pentingnya konsistensi tindakan dan komunikasi yang terbuka 
antara pemerintah dan masyarakat guna membangun kembali kepercayaan publik. 

Kata Kunci: Kepercayaan Publik, Kerusakan Jalan, Bentuk Kepercayaan, Perbaikan Jalan, Nagari Aie 
Dingin 

 

 
 

 

PENDAHULUAN 
Infrastruktur jalan menjadi pilar penting dalam mobilitas masyarakat dan pembangunan 

ekonomi (Maryaningsih et al., 2014). Oleh karena itu, penyediaan dan pemeliharaan jalan yang 
memadai harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, karena tidak hanya 
memfasilitasi kegiatan ekonomi tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan publik yang diberikan 
oleh pemerintah. Namun, di beberapa daerah di Indonesia pembangunan infrastruktur jalan belum 
dilaksanakan secara optimal. Kerusakan jalan masih menjadi persoalan yang seringkali dikeluhkan 
masyarakat (Fajar et al., 2023). Salah satunya terjadi di ruas jalan nasional Nagari Aie Dingin, 
Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.  

Kerusakan jalan yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa adanya penanganan yang 
signifikan tidak hanya mengganggu mobilitas dan perekonomian masyarakat, tetapi juga 
menimbulkan keresahan dan protes publik terhadap kinerja pemerintah. Ketidakpuasan tersebut 
terlihat dari berbagai aksi protes masyarakat, termasuk aksi Koalisi Selamatkan Jalan Nagari Aie 
Dingin yang menuntut penghentian aktivitas tambang pada April 2024. Kritik masyarakat juga 
banyak disuarakan melalui media sosial, yang menggambarkan kekecewaan terhadap lambatnya 
tanggapan pemerintah dan tidak konsistennya janji perbaikan. Situasi ini menjadi indikator 
menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya dalam penyediaan layanan dasar 
yang menjadi hak warga negara. Kepercayaan publik (public trust) menjadi komponen penting dalam 
legitimasi pemerintahan (Haning & Tahili, 2021). Pemerintah yang tidak responsif dan tidak 
menunjukkan kompetensi dalam menangani masalah publik akan menghadapi krisis kepercayaan 
dari warganya.  

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas kepercayaan publik dalam konteks 
e-government, penanganan krisis (seperti pandemi) dan pelayanan publik secara umum. Seperti 
penelitian (Sirajuddin & Atrianingsi, 2020) yang menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap 
pelayanan jaminan kesehatan berbasis e-government. Selain itu juga ada penelitian (Kairoot & Ersya, 
2021) yang berfokus pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan 
penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat et al., 
2022) yang juga berfokus pada tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam 
menangani Covid-19. Beberapa studi fokus pada kepercayaan terhadap layanan digital pemerintah, 
sementara lainnya meneliti kepercayaan dalam konteks respons terhadap krisis kesehatan. Namun, 
masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas kepercayaan publik terhadap pemerintah 
dalam konteks penanganan kerusakan infrastruktur jalan, terutama di daerah dengan kompleksitas 
geografis dan aktivitas ekonomi seperti pertambangan. Selain itu penelitian-penelitian sebelumnya 
umumnya menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen survei. Padahal, kepercayaan publik 
merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh pengalaman sosial, persepsi warga, serta 
interaksi langsung dengan institusi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif agar dapat menggali makna, penilaian, dan bentuk kepercayaan masyarakat secara lebih 
mendalam dan kontekstual. 
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Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kepercayaan publik kepada pemerintah dalam 
penanganan kerusakan jalan nasional di Nagari Aie Dingin, dengan menggunakan indikator teori dari 
Kim (2005)  dan bentuk kepercayaan publik dari Craig W. Thomas (1998). Penelitian ini bertujuan 
untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan publik kepada pemerintah berdasarkan penilaian 
masyarakat terhadap komitmen, baik hati, kejujuran, kompetensi dan keadilan pemerintah, serta 
mengidentifikasi bentuk kepercayaan publik yang muncul dalam konteks penanganan kerusakan 
jalan tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah tentang 
kepercayaan publik, sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan publik 
yang lebih responsif dan adil di bidang infrastruktur. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Kepercayaan Publik (Public Trust) 

Kepercayaan menurut Dharmmesta dalam (Darmanto, 2023) adalah kesediaan (willingness) 
seseorang untuk menggatungkan dirinya kepada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia 
mempunyai keyakinan (confident) kepada pihak lain tersebut. Kepercayaan publik adalah keyakinan 
masyarakat untuk percaya terhadap kekuasaan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah 
ditetapkan sesuai dengan kepentingan publik (Febriant et al., 2024).  Dwiyanto dalam (Khairudin et 
al., 2022) memberikan pengertian tentang kepercayaan publik yaitu sebagai suatu kondisi dimana 
pemerintah dan para pejabat dianggap akan selalu mengurus kepentingan warga dengan baik 
sehingga masyarakat dapat menyerahkan nasibnya kepada pemerintah.  
 (Dwiyanto, 2021) menjelaskan bahwa jika pemerintah menginginkan kepercayaan masyarakat 
maka segala hal terkait birokrasinya harus konsisten dan akuntabel. Jika muncul ketidakpercayaan 
publik terhadap pemerintah akan sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang hebat. Karena itu ada 
hubungan timbal balik antara kinerja pemerintah dengan kepercayaan publik. Berdasarkan 
penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik merupakan keyakinan masyarakat 
kepada pemerintah dalam menjalankan tanggungjawabnya dengan kompeten, adil dan sesuai dengan 
kepentingan publik. Kepercayaan masyarakat muncul ketika mereka merasa yakin bahwa 
pemerintah dan para birokrasinya akan mengurus segala kepentingan publik dengan baik. 

 
   Pentingnya Kepercayaan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

         Kepercayaan (trust) menjadi salah satu aspek penting dalam wacana administrasi publik 
(Sukardi, 2014). Kepercayaan berperan penting bagi jalannya sistem pemerintahan karena 
kepercayaan dapat mendorong masyarakat untuk mendukung kegiatan pemerintah dan bersedia 
menerima otoritas dengan harapan pemerintah akan bekerja untuk kepentingan masyarakat. 
       Dwiyanto dalam (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2013) menjelaskan bahwa kepercayaan 

publik pada tingkat tertentu sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, 

kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat mengurangi biaya transaksi dalam penyelenggaraan 

pemerintah. Kedua, adanya kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dapat mendorong warga 

untuk lebih menghormati otoritas yang dimiliki para pejabat publik sehingga dalam proses 

kebijakan dan kegiatan pemerintahan tidak lagi harus terus-menerus menjelaskan dan 

menjustifikasi keputusan-keputusan yang diambilnya. Ketiga, kepercayaan publik dapat 

meningkatkan keharmonisan hubungan antara pemerintah dan warga. 
              Kepercayaan publik harus didorong untuk mencapai titik optimalnya, bukan mencapai 
kepercayaan publik yang setinggi- tingginya yang dapat menyebabkan warga dan pemangku 
kepentingan kehilangan daya kritisnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Sahbania et al., 
2025). Peningkatan kepercayaan publik diperlukan untuk meningkatkan legitimasi, efektivitas dan 
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Namun peningkatan tersebut tidak boleh melebihi titik 
optimalnya agar masyarakat dan pemangku kepentingan tidak kehilangan daya kritisnya terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan.  

Indikator Kepercayaan Publik 

Indikator kepercayaan publik menurut (Kim dalam Daraba, 2019) yaitu komitmen yang kredibel, 
baik hati, kejujuran, kompetensi dan keadilan.  
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1. Komitmen yang kredibel (Credible Commitmen) 
       Pemerintah dinilai memiliki komitmen yang kredibel ketika warga percaya adanya 
encapsulated interest yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah yang selalu dilandasi pada 
keinginan untuk mencapai kebaikan bersama (common good). Komitmen yang kredibel juga 
dilihat dari konsistensi tindakan pemerintah dan pejabatnya. ketika masyarakat merasa bahwa 
pemerintah konsisten dalam mengambil tindakan ketika menghadapi masalah tertentu dan 
selalu menggambarkan rasa kepedulian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. 

2. Baik hati (Benevolence) 
       Kepercayaan penuh masyarakat terhadap pemerintah seringkali didasarkan pada keyakinan 
bahwa lembaga pemerintah dan para pejabatnya memiliki niat baik serta kepedulian yang tulus 
terhadap seluruh kepentingan masyarakat. Pemerintah dinilai memiliki ketulusan yang tinggi 
dan niat yang baik apabila dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik 
tidak memiliki konflik kepentingan atau didorong oleh motivasi ekstrinsik sama sekali. Melayani 
dan memenuhi kebutuhan warga sudah semestinya menjadi panggilan hati mereka sebagai 
pejabatnya publik. 

3. Kejujuran (Honesty) 
       Pandangan masyarakat mengenai kejujuran lembaga pemerintah sering kali terbentuk dari 
penilaian terhadap perilaku pejabat publik saat memberikan layanan kepada masyarakat, 
maupun dari informasi yang disampaikan media terkait cara mereka menjalankan kekuasaan. 
Ketika masyarakat menilai bahwa para pejabat publik menggunakan kewenangannya dengan 
jujur, maka mereka cenderung merasa aman untuk mempercayakan nasibnya untuk diurus oleh 
pejabat tersebut. Kondisi ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap 
pemerintah dan para pejabatnya, dan sebaliknya, jika kesan yang terbentuk negatif, kepercayaan 
publik pun akan menurun. 

4. Kompetensi 
       Kepercayaan publik selalu menggambarkan penilaian masyarakat terhadap kemampuan dan 
kapabilitas lembaga pemerintah serta para pejabatnya dalam melaksanakan tugas. Masyarakat 
yang menunjukkan tingkat kepercayaan sangat tinggi biasanya adalah mereka yang melihat 
bahwa institusi pemerintah dan pejabat publik memahami persoalan yang dihadapi masyarakat 
serta mampu mengambil langkah yang efektif untuk mengatasinya. 

5. Keadilan (Fairnes) 
       Ketika pemerintah memberikan pelayanan publik secara adil dan transparan, masyarakat 
akan menilai para pejabat publik tersebut memiliki integritas yang tinggi. Sebaliknya, ketika 
pemerintah dan para pejabatnya gagal mencegah praktik diskriminasi dalam penyelenggaraan 
layanan, warga akan menilai pemerintah gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam 
kondisi seperti itu warga cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Mereka akan 
memiliki persepsi yang negatif terhadap tindakan pemerintah dan kehilangan afeksinya 
terhadap pemerintah. 

Bentuk Kepercayaan Publik 

Beberapa bentuk kepercayaan publik menurut (Thomas, 1998) yaitu sebagai berikut: 

a. Fiduciary Trust (Kepercayaan Fidusia) 
       Warga negara harus menaruh kepercayaan pada lembaga pemerintah dan pegawai mereka 
untuk bertindak demi kepentingan mereka. Dalam kepercayaan ini pejabat publik berperan 
sebagai penatalayanan yang tidak hanya menjadi teknokrat yang efisien dan professional, namun 
juga harus tunduk dan menjalankan norma-norma etika keadilan serta kemanfaatan. 

b. Mutual Trust (Saling Percaya) 
       Kepercayaan ini lebih simetris daripada kepercayaan fidusia. Konsep ini menekankan bahwa 
kepercayaan tidak hanya berjalan satu arah dari masyarakat ke pemerintah (fiduciary trust), 
tetapi juga harus bersifat timbal balik, di mana pemerintah juga mempercayai masyarakat dan 
membangun hubungan yang terbuka serta transparan.  

c. Social Trust (Kepercayaan Sosial) 
      Kepercayaan sosial merupakan kepercayaan yang merujuk pada adanya rasa saling percaya 
antar anggota komunitas sosial yang ada dalam masyarakat (Baharuddin et al., 2022). 
Kepercayaan sosial meningkatkan kemampuan individu untuk mengembangkan rasa saling 
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percaya. Kepercayaan sosial juga menopang rasa kewajiban moral yang menopang kepercayaan 
fidusia. Karena kepercayaan sosial memberikan dasar yang diperlukan untuk interaksi yang 
stabil dan terpadu dalam suatu masyarakat, sehingga dapat mengasumsikan bahwa beberapa 
tingkat kepercayaan selalu ada.  

METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut 

(Waruwu, 2024) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada 

pengamatan dan pemahaman yang alamiah dan mendalam, disajikan secara deskriptif serta 

diinterpretasikan secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk 
memahami bagaimana kepercayaan publik kepada pemerintah dalam penanganan kerusakan jalan 
di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Informan dipilih secara 

purposive sumpling yaitu pengambilan informan berdasarkan pada anggapan dan penilaian 

peneliti bahwa orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitiannya (Mulyana 
et al., 2024), dengan masyarakat dan pengguna jalan sebagai informan utama.  

 
JENIS DATA 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam 
persepsi, pengalaman serta penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan 
kerusakan jalan nasional di Nagari Aie Dingin. Jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer 
yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan 
(Warahmah & Jailani, 2023), kemudian juga ada data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai 
dokumen pendukung seperti dokumen kebijakan, dokumentasi foto, artikel jurnal dan berita 
online. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan 
metode (Susanto & Jailani, 2023). 

 
TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara mendalam, observasi 
dan studi dokumentasi (Sulistiyo, 2023). 

Tabel 1. 
Daftar Pengumpulan Data 

No Informan Jumlah 

1 Masyarakat Nagari Aie Dingin 4 

2 Pengguna jalan 5 

3 Pejabat PPK 2.5 Badan Pelaksanaan Jalan 
Nasional (BPJN) Provinsi Sumatera Barat 

1 

4 Pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Provinsi Sumatera Barat 

1 

 Jumlah 11 

 
ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model 
Miles dan Huberman dalam (Abdussamad, 2021) yang melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Kepercayaan publik (public trust) kepada pemerintah dalam penanganan kerusakan 
jalan di Nagari Aie Dingin 

       Penelitian ini menganalisis kepercayaan publik kepada pemerintah dalam penanganan 
kerusakan jalan di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok 
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menggunakan indikator kepercayaan publik dari (Kim, 2005) yang menggunakan lima indikator 
dalam kepercayaan publik yaitu sebagai berikut: 
 

a. Komitmen yang kredibel 
 

       Menurut Kim (Kim, 2005), komitmen pemerintah yang kredibel ditunjukkan melalui 
adanya encapsulated interest, yaitu ketika masyarakat yakin bahwa tindakan pemerintah 
didasarkan pada kepentingan bersama. Dengan kata lain, publik tidak hanya menilai apakah 
pemerintah bertindak, tetapi juga mempertimbangkan niat dan kepentingan di balik tindakan 
tersebut. Dalam kasus penanganan kerusakan jalan nasional di Nagari Aie Dingin, konsep 
encapsulated interest menjadi kunci dalam memahami tingkat kepercayaan publik terhadap 
komitmen pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan 
beberapa upaya, seperti perbaikan jalan, penghentian aktivitas tambang, dan rencana 
pembangunan jalan baru. 
        Perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah dinilai belum mencerminkan komitmen yang 
kredibel karena dilakukan secara sementara dan berkualitas rendah. Hal ini menimbulkan 
kekecewaan publik, yang menilai bahwa tindakan tersebut tidak didasari oleh niat tulus untuk 
melindungi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. Terkait penghentian aktivitas 
tambang, tindakan pemerintah dianggap terlambat dan lebih sebagai respon terhadap 
tekanan masyarakat sipil dibandingkan inisiatif yang lahir dari perhatian pada kepentingan 
publik. Selain itu, masih adanya aktivitas tambang ilegal menunjukkan bahwa kepentingan 
publik belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Rencana pembangunan jalan baru 
dipandang oleh informan sebagai solusi jangka panjang yang menunjukkan komitmen 
terhadap kebaikan bersama. Meski belum dirasakan merata dan masih menimbulkan pro-
kontra, kebijakan ini dinilai lebih merepresentasikan encapsulated interest dan potensi 
membangun kembali kepercayaan publik. 
       Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap 
komitmen pemerintah cenderung melemah karena sebagian besar tindakan yang dilakukan 
belum sepenuhnya mencerminkan encapsulated interest sebagaimana dijelaskan oleh (Kim, 
2005). Namun, adanya rencana pembangunan jalan baru menunjukkan indikasi pergeseran 
ke arah tindakan yang lebih strategis dan berpihak pada kepentingan bersama. 
 

b. Baik hati (Benevolence) 
 

       Dalam teori (Kim, 2005), kepercayaan publik terhadap pemerintah salah satunya 
dibangun melalui keyakinan bahwa pemerintah memiliki niat baik yang tulus terhadap 
warganya. Pemerintah dinilai memiliki sikap "baik hati" apabila bersedia bertindak untuk 
membantu masyarakat tanpa motivasi ekstrinsik atau tekanan, melainkan murni karena 
kepedulian terhadap kepentingan publik. Namun, temuan penelitian di Nagari Aie Dingin 
menunjukkan bahwa respon pemerintah terhadap kerusakan jalan dinilai lambat dan reaktif. 
Masyarakat merasa keluhan mereka sudah berlangsung lama, terutama melalui media sosial, 
namun tindakan konkret baru muncul setelah isu kerusakan jalan menjadi viral dan mendapat 
sorotan publik. Artinya, tindakan pemerintah tampak didorong oleh tekanan sosial atau 
kebutuhan untuk menjaga citra, bukan oleh dorongan dari niat tulus. 
      Bila dianalisis menggunakan perspektif Kim, tindakan pemerintah yang muncul karena 
tekanan eksternal mencerminkan absennya niat baik yang genuine. Reaksi yang bersifat 
defensif semacam ini cenderung melemahkan kepercayaan publik karena publik tidak lagi 
melihat pemerintah sebagai pihak yang secara aktif dan sukarela memperjuangkan 
kepentingan mereka. Dengan demikian, indikator baik hati dalam konteks ini memperlihatkan 
bahwa kepercayaan publik cenderung melemah, karena niat dan kepedulian pemerintah 
dianggap tidak hadir secara murni dari kesadaran institusional, melainkan baru muncul ketika 
mendapat tekanan. Ini menegaskan bahwa dalam membangun kepercayaan publik, bukan 
hanya tindakan pemerintah yang penting, tetapi niat di balik tindakan tersebut juga menjadi 
dasar penilaian masyarakat (Latifah & Wardani, 2025). 
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c. Kejujuran (Integrity) 
 

       Dalam teori kepercayaan publik menurut (Kim, 2005), kejujuran merupakan salah satu 
fondasi penting yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah 
dianggap jujur apabila menjalankan kekuasaan secara transparan, tidak menyembunyikan 
informasi penting, serta bebas dari penyimpangan. Kepercayaan muncul ketika masyarakat 
merasa yakin bahwa tidak ada niat tersembunyi dalam setiap kebijakan maupun tindakan 
yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks penanganan kerusakan jalan nasional di Nagari 
Aie Dingin, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ditemukan bukti langsung 
adanya penyimpangan, kecurigaan publik tetap muncul, terutama terhadap kualitas 
perbaikan jalan yang dianggap buruk. Perbaikan dilakukan tanpa aspal dan mudah rusak 
kembali, memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai standar teknis dan penggunaan 
material. Keraguan ini bukan hanya pada hasil, tetapi juga pada minimnya informasi terbuka 
yang diberikan kepada publik. 
        Hal ini mengindikasikan bahwa kendati tidak ada pelanggaran hukum, kurangnya 
transparansi telah menciptakan persepsi negatif terhadap kejujuran pemerintah. Ketika 
informasi teknis dan anggaran tidak dikomunikasikan secara jelas, publik cenderung 
berspekulasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ketidakjelasan seperti ini 
memunculkan kekhawatiran terhadap integritas pemerintah, bahkan di tengah tidak adanya 
bukti eksplisit pelanggaran. Dengan demikian, indikator kejujuran dalam konteks ini belum 
sepenuhnya terpenuhi. Kepercayaan publik melemah karena komunikasi yang terbatas dari 
pemerintah mengenai proses, kendala, dan alasan teknis yang mendasari bentuk perbaikan 
jalan. Sejalan dengan penelitian (Rahmanurrasjid, 2008) bahwa tanpa kejelasan dan 
transparansi, kejujuran pemerintah akan sulit diyakini secara utuh oleh masyarakat, 
sekalipun tidak ada penyimpangan yang terbukti. 
 

d. Kompetensi 
 

       Menurut (Kim, 2005), kompetensi merupakan salah satu elemen utama yang membentuk 
kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah dinilai kompeten apabila mampu 
memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat serta mengambil langkah-langkah 
konkret dan efektif dalam menyelesaikannya. Ketika kapasitas ini tidak terlihat, masyarakat 
akan kehilangan kepercayaan dan berpotensi mencari solusi alternatif di luar mekanisme 
negara. Dalam kasus kerusakan jalan nasional di Nagari Aie Dingin, kompetensi pemerintah 
dinilai rendah oleh masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jalan terus 
mengalami kerusakan berulang dan perbaikannya bersifat sementara. Kondisi ini 
mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat 
secara tepat dan berkelanjutan, serta memperlihatkan lemahnya kapasitas teknis dan 
manajerial dalam menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama. 
       Ketidakmampuan lain tercermin dari kurangnya tindakan tegas terhadap tambang ilegal 
yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan. Meskipun tambang berizin telah ditutup, 
tambang ilegal masih terus beroperasi tanpa penindakan yang jelas. Hal ini memperkuat 
persepsi bahwa pemerintah tidak mampu menegakkan aturan secara konsisten dan adil, 
sehingga memperburuk citra kompetensinya di mata publik. Sementara itu, rencana 
pembangunan jalur baru untuk menggantikan jalan yang rusak menimbulkan respon 
beragam. Sebagian masyarakat mengkritik langkah tersebut sebagai pemborosan anggaran, 
tetapi sebagian lainnya melihatnya sebagai upaya strategis pemerintah untuk memberikan 
solusi jangka panjang. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpuasan 
terhadap penanganan sebelumnya, masih terdapat harapan terhadap kemampuan 
pemerintah untuk memperbaiki kondisi jika langkah yang diambil bersifat inovatif dan 
menyeluruh. 
       Dengan demikian, indikator ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik cenderung 
melemah akibat lambannya respon, buruknya kualitas perbaikan, dan kurangnya ketegasan 
dalam penegakan hukum (Marti, 2025). Namun, ada sedikit ruang positif yang terlihat dari 
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penilaian terhadap kebijakan jalan baru, yang dapat menjadi titik awal untuk membangun 
kembali kepercayaan, asalkan dijalankan dengan baik dan transparan. 
 

e. Keadilan (Fairness) 
 

      Dalam teori kepercayaan publik oleh Kim (2005), keadilan merupakan salah satu indikator 
penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah dinilai adil apabila mampu 
memberikan pelayanan publik dan pembangunan secara setara, tidak diskriminatif, dan 
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara proporsional, tanpa memihak pada 
kelompok tertentu atau wilayah dengan kekuatan politik yang lebih besar. Ketika keadilan 
tidak dirasakan, kepercayaan publik pun akan tergerus. Dalam kasus kerusakan jalan nasional 
di Nagari Aie Dingin, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasakan adanya 
ketimpangan dalam distribusi pembangunan, khususnya dalam hal pemeliharaan dan 
perbaikan infrastruktur jalan. Kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun tanpa 
perbaikan berarti, sementara wilayah lain (terutama kawasan kota) mendapat perhatian lebih 
cepat dan intensif, menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat lokal. 
       Meskipun jalan yang rusak tersebut berstatus jalan nasional dan memiliki peran vital bagi 
mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat, wilayah Nagari Aie Dingin tampaknya tidak 
menjadi prioritas pembangunan. Ketika pemerintah baru merespon setelah isu kerusakan 
jalan menjadi viral, publik menilai bahwa perhatian pemerintah hanya muncul karena 
tekanan, bukan sebagai bentuk perlakuan adil yang konsisten. Persepsi ini menunjukkan 
bahwa ketidakadilan dalam pelayanan publik dirasakan secara merata, dan masih 
dipengaruhi oleh kekuatan sorotan publik atau kepentingan tertentu. Keadilan akan 
pembangunan infrastruktur tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga disadari 
secara rasional oleh masyarakat yang membandingkan kondisi wilayah mereka dengan 
daerah lain yang mendapat perlakuan lebih baik. 
       Dengan demikian, indikator keadilan dalam konteks penelitian ini memperlihatkan bahwa 
kepercayaan publik kepada pemerintah menurun karena ketimpangan perlakuan dalam 
pembangunan, sebagaimana dijelaskan oleh (Kim, 2005). Rasa diperlakukan tidak adil akan 
terus memperlemah kepercayaan publik jika pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan 
yang proporsional dan merata dalam kebijakan pembangunan di seluruh wilayah. 
 

2. Bentuk Kepercayaan Publik 

       Mengacu pada bentuk kepercayaan publik dari (Thomas, 1998), bentuk kepercayaan yang 
muncul dalam penelitian ini lebih dominan dalam bentuk social trust yaitu harapan normatif 
bahwa pemerintah seharusnya menjalankan tanggung jawabnya. Masyarakat dan pengguna jalan 
masih mempercayai bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memperbaiki jalan 
nasional sebagai bagian dari tugas dan fungsinya. Keyakinan inilah yang membuat masyarakat 
tetap menaruh harapan bahwa pemerintah akan bertindak, meskipun mereka kecewa terhadap 
lambatnya respon dan kualitas perbaikan yang tidak optimal.   
       Namun demikian, fiduciary trust belum kuat, karena masyarakat menilai tindakan pemerintah 
didorong tekanan publik. Kepercayaan terhadap niat baik pemerintah menjadi lemah karena 
publik menilai tindakan pemerintah lebih bersifat reaktif dan formalitas, bukan didasari pada 
kesadaran untuk melayani kepentingan masyarakat secara utuh. 
       Sementara itu, mutual trust juga belum terbangun karena minimnya komunikasi dan 
transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, 
masyarakat cenderung tidak mengetahui secara jelas rencana pemerintah, mekanisme anggaran, 
kendala perbaikan, maupun tahapan-tahapan dalam penanganan kerusakan jalan. Relasi yang 
terbentuk bersifat satu arah, di mana masyarakat hanya menunggu keputusan tanpa dilibatkan 
secara aktif. 

 

PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap 
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pemerintah dalam penanganan kerusakan jalan nasional di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah 
Gumanti, Kabupaten Solok masih tergolong rendah. Meskipun pemerintah telah menunjukkan 
komitmen melalui tindakan perbaikan yang dilakukan secara berulang, namun tindakan tersebut 
belum menyentuh akar permasalahan dan hanya bersifat sementara. Hal ini membuat masyarakat 
meragukan kesungguhan pemerintah dalam memenuhi kepentingan publik secara berkelanjutan. 
Selain itu, tindakan yang diambil pemerintah sering kali dinilai tidak muncul dari niat tulus melayani, 
melainkan karena tekanan publik, sehingga mengaburkan nilai benevolence dalam kepercayaan 
publik. Rendahnya transparansi informasi, seperti terkait anggaran dan tahapan perbaikan, juga 
memperlemah persepsi publik terhadap integritas pemerintah. Dari sisi kompetensi, masyarakat 
melihat bahwa pemerintah belum mampu menangani persoalan secara efektif dan berkelanjutan, 
karena perbaikan jalan yang dilakukan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Publik juga merasa 
adanya ketimpangan pembangunan antara daerah dan kawasan wisata atau perkotaan turut 
menimbulkan persepsi ketidakadilan yang turut menyebabkan penurunan kepercayaan publik. 
 
       Bentuk kepercayaan publik, yang paling dominan ditemukan adalah social trust, yakni harapan 
normatif bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab dalam memperbaiki jalan sebagai bagian 
dari kewajibannya. Namun demikian, bentuk fiduciary trust belum kuat karena masyarakat merasa 
tindakan pemerintah lebih bersifat reaktif dan formalitas. Mutual trust pun belum terbangun karena 
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan satu arah tanpa pelibatan aktif warga dalam 
proses pengambilan keputusan. 
 
       Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi indikator kepercayaan publik yang 
dikemukakan oleh Kim (2005), khususnya dalam konteks pelayanan infrastruktur di daerah. 
Temuan ini juga menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kepercayaan publik sebagaimana 
diklasifikasikan oleh Thomas (1998) fiduciary, mutual, dan social trust masih dapat dijumpai dalam 
dinamika antara pemerintah dan masyarakat lokal, meskipun dalam kadar yang berbeda-beda. 
Selain itu, penelitian ini turut memberi kontribusi terhadap literatur mengenai public trust, yang 
selama ini lebih banyak dikaji dalam konteks pelayanan administratif, bukan infrastruktur. Dengan 
demikian, kajian ini dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih luas dan 
mendalam mengenai hubungan antara kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan publik di 
daerah. 

Saran 

1. Bagi pemerintah terkait perlu menunjukkan komitmen yang konsisten dalam menangani 
kerusakan jalan dengan tindakan yang nyata dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga bagi 
pemerintah untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait rencana, 
proses, dan kendala yang dihadapi. Transparansi ini dapat mencegah munculnya persepsi negatif 
serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

2. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas, yaitu hanya memfokuskan pada 
kepercayaan publik kepada pemerintah dan bentuk kepercayaan yang muncul dalam konteks 
penanganan kerusakan jalan di Nagari Aie Dingin. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 
disarankan untuk memperluas cakupan kajian, tidak hanya pada potret kepercayaan publik, 
tetapi juga menelaah faktor-faktor penyebab muncul atau menurunnya kepercayaan, mekanisme 
pembentukan kepercayaan, atau strategi pemerintah dalam membangun kembali kepercayaan 
publik melalui kebijakan dan komunikasi publik. Peneliti juga menyarankan agar penelitian 
dilakukan pada wilayah lain atau dengan kasus yang berbeda, guna memperoleh perbandingan 
dan memperkuat generalisasi hasil penelitian mengenai dinamika kepercayaan publik terhadap 
pemerintah dalam konteks pelayanan publik. 
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